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ABSTRAK  

ANALISIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP 

PNGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MARGO DADI, 

KECAMATAN TUMIJAJAR 

 

Oleh: 

DEVI LESTARI 

NPM.2003030004 

 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar tentu dapat mendukung 

kemajuan suatu desa dalam pengembangan desa atau penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Krisis pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah 

yang belum teratasi secara maksimal di Indonesia. Seringkali masalah yang 

dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah efektivitas, efisiensi, 

prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan skunder, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Village 

Governance di Desa Margodadi telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek 

partisipasi dalam perencanaan dan informasi pelaksanaan, transparansi melalui media 

publik, dan akuntabilitas melalui pelaporan yang terbuka. Namun keterlibatan 

masyarakat dalam evaluasi masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan 

peningkatan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dan penyempurnaan sistem 

informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dana desa. 

Kata Kunci : Tata Kelola Desa yang Baik, Dana Desa, Partisipasi, 

Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa 
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Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar, dan kepada Aallah-lah kembali segala urusan (Q.S. 

al-Hajj:41) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar tentu dapat mendukung 

kemajuan suatu desa dalam pengembangan desa atau penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Krisis pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah 

yang belum teratasi secara maksimal di Indonesia. Seringkali masalah yang 

dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah efektivitas, efisiensi, 

prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi yang 

paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2021 adalah 

kasus korupsi di sektor anggaran dana desa yaitu ada 154 kasus dan 

merugikan negara hingga Rp 233,3 miliar.
1
 Banyaknya korupsi dana desa 

membuktikan bahwa tidak ada sistem pengelolaan dan pengendalian dana 

desa yang dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah. Mengingat tingginya 

resiko insiden dan kerugian dalam program dana desa, maka menuntut 

perangkat desa, masyarakat desa, dan pemerintah sendiri untuk melaksanakan 

pengelolaan dana desa sesuai tata kelola pemerintah desa yang baik (good 

village governance). 

Desa sebagai entitas publik sangat penting untuk mewujudkan tata 

kelola yang baik dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jika pengelolaan 

                                                           
1
 Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter, “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 

Tahun 2021,” Indonesia Corruption Watch, 2022, 1–40. 
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keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, tentu dana 

desa tersebut akan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa 

sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.
2
  

Pengelolaan dana desa bukan hanya sebatas pembangunan biasa tetapi 

merupakan penunjang yang dapat mempengaruhi perkembangan dari kota/ 

kabupaten, dengan semakin majunya teknologi, maka pengetahuan 

masyarakat terus berkembang dan menuntut agar adanya pertanggungjawaban 

dari aparatur desa terhadap dana desa yang telah diberikan.
3
 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa memberi kebijakan aparat desa harus memahami 

tata cara dan tata kelola pemerintahan desa yang baik ( Good Village 

Governance). Good Village Governance merupakan wujud tata kelola yang 

baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam 

urusan bisnis maupun pelayanan publik.
4
 

Prinsip good village governance sangat penting untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik, perlu adanya penyediaan informasi yang relevan dan 

menggambarkan kinerja (performance) sektor publik yang penting dalam 

                                                           
2
 Dewi Kusuma Wardani and Ratih Ranika Putri Utami, “Pengaruh Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Sidoharjo,” Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha 28, no. 1 (2020): 35–50, 

https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376. 
3
 Putri Elit Tri and Gatot Wahyu Nugroho, “Analisa Penerapan Good Village Governance 

Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi,” Jurnal Akuntansi Kompetif 5, no. 

3 (2022): 283–92, https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1012. 
4
 Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa  pasal 2 ayat 1 
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memberikan pertanggungjawaban dari aktivitas yang dijalankan pada semua 

pihak yang berkepentingan.
5
   

Good Village Governance memberi isyarat bahwa terwujudnya tata 

kelola pemerintahan desa bukan hanya menjadi tugas pemerintah desa saja, 

namun harus melibatkan masyarakat dan pihak swasta karena usaha 

pembangunan yang dilakukan merupakan hasil koordinasi antara pemerintah, 

masyarakat dan pihak swasta. Tata kelola pemerintahan yang baik akan 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, di mana 

partisipasi aktif masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah 

desa dapat membangun kepercayaan yang kuat antara masyarakat dan 

pemerintah, sehingga memperkuat pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan.
6
 

Menurut hasil penelitian andika sirait, menunjukan bahwa dengan 

pengelolaan dan tata kelola keuangan yang baik, desa dapat dengan mudah 

menerapkan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang 

disyaratkan dalam UU Desa No. 6 tahun 2014.
7
 tata kelolakeuangan desa yang 

baik salah satunya dapat dilihat  melalui pengelolaan alokasi dana desa, seperti 

dana desa yang dikelola pada Desa Margodadi.  

Desa Margodadi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tumijajar, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat ,Provinsi Lampung. Desa Margodadi 

                                                           
5
 Dkk Mirnawati, “Penerapan Prisip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan” 6 

(2022): 11434–40. 
6
 Windi Qotrun Nada, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Village Governance 

Terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa,” 2022. 
7
 R Meilana Sirait and Kornel Munthe, “Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi 

(SMA),” Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi 1 (2022): 151–63. 
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tersusun atas 8 suku dengan jumlah penduduk 5863 jiwa dan 1992 KK.  

Perencanaan APBDesa di gunakan untuk pembangunan Desa Margodadi dan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Margodadi telah 

melaksanakan proses perencanaan pembangunan dengan mengikut sertakan 

partisipasi masyarakat, serta memberikan gambaran bagaimana pengelolaan 

dana desa yang akan dijalankan. Sumber pendapatan dana Desa Margodadi 

ada 3 seperti yang disajikan pada tabel 1.1 pendapatan dana Desa Margodadi, 

berikut: 

Tabel 1.1 Pendapatan Dana Desa Margodadi 

Uaraian 
Anggaran 

2021 2022 2023 

Pendaptan asli desa 14.000.000 40.883.066 6.000.000 

Pendaptan transfer 1.745.188.732 1.568.457.805 1.540.880.132 

Pendapatan lain-lain 650.000 650.000 650.000 

Jumlah pendapatan 1.739.838.732 1.609.990.871 1.547.530.132 

Sumber :  laporan keuangan pemerintah tiyuh margodadi 2021/2023 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui Sumber pendapatan dana 

Desa Margodadi dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan 

transfer dan pendapatan lain lain. Pendapatan desa pada tahun 2021 mencapai 

1.739.838.732, selanjutnya menurun pada tahun 2022 yaitu 1.609.990.871, 

dan tahun 2023 pendapatan dana desa menurun menjadi 1.547.530.132.  Dana 

desa tersebut dialokasikan kedalam 5 bidang yang disajikan pada tabel 1.2 

alokasi dana desa berikut: 
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Tabel 1.2 Alokasi Dana Desa Margodadi 

No Belanja 
Anggaran 

2021 2022 2023 

1 bidang peenyelenggaraan 

pemerintah desa 

883.681.220 854.248.320 937.368.545 

2 bidang pelaksanaan pembangunan 

desa 

615.912.150 191.591.000 175.884.000 

3 bidang pembinaan masyarakat 78.590.000 178.220.000 76.370.000 

4 bidang pemberdayaan masyarakat 20.691.000 15.210.000 230.405.000 

5 bidang penanggulangan bencana& 

mendesak desa. 

153.815.293 458.294.538 116.456.827 

Sumber: laporan keuangan pemerintah tiyuh margodadi 2021/2023 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa alokasi dana desa 

dibagi menjadi 5 bidang diantaranya, bidang penyelenggaraan pemerintah 

desa pada tahun 2021 sebesar 883.681.220, kemudian tahun 2022 yaitu 

854.248.320, dan tahun 2023 mencapai 937.368.545, alokasi dana desa jika 

dilihat pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. bidang pelaksanaan 

pembangunan desa pada tahun 2021 sebesar 615.912.150, kemudian menurun 

pada tahun 2022 yaitu 191.591.000, selanjutnya pada tahun 2023 menurun 

menjadi  175.884.000, alokasi dana desa jika dilihat pada 3 tahun terakhir 

mengalami penurunan yang signifiksn. Bidang pembinaan masyarakat pada 

tahun 2021 sebesar 78.590.000, tahun 2022 mencapai 178.220.000, dan 

menurun pada  tahun 2023 yaitu 76.370.000, alokasi dana desa jika dilihat 

pada 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022, 

namun kembali turun pada tahun 2023. bidang pemberdayaan masyarakat 

pada tahun 2021 sebesar 20.691.000, tahun 2022 sebesar 15.210.000, 
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selanjutnya pada tahun 2023 sebesar 230.405.000, alokasi dana desa jika 

dilihat pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan menunjukan lonjakan 

drastis pada tahun 2023. bidang penanggulangan bencana & keadaan 

mendesak desa pada tahun 2021 sebesar 153.815.293, tahun 2022 sebesar 

458.294.538. selanjutnya pada tahun 2023 mencapai 116.456.827, alokasi 

dana desa jika dilihat pada  tahun terakhir fluktuasi yang cukup besar terutama 

peningkatan anggaran pada tahun 2022. 

Berdasarkan fenomena diatas menunjukan bahwa terjadinya fluktuasi 

dan penurunan pada alokasi dana desa, dan terjadi penurunan yang signifikan 

pada pendapatan dana desa Sehingga membuat masyarakat kurang percaya 

kepada aparatur desa dan menimbulkan adanya dugaan kasus korupsi. 

Dugaan karus korupsi terjadi pada tahun 2022, diduga terjadi 

penyelewengan anggaran pada dua pembukaan badan jalan yang tidak sesuai 

RAB, selain itu pada belanja bibit ikan jelabat serta hewan ternak 45 ekor 

kambing. 
8
 

Selain itu Penerapan prinsip Good Village Governance di Desa 

Margodadi juga belum optimal karena terjadi keterlambatan dalam pembuatan 

baliho realisasi alokasi pendapatan desa yang terjadi karena kurangnya 

koordinasi . Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengetahui secara transparan 

penggunaan dana desa yang telah dialokasikan.
 9

 Penilaian terhadap penerapan 

good village governance dapat dilihat melalui empat prinsip utama yaitu 

                                                           
8
  https://cambaiqu.id/inspektorat-lirik-indikasi-korupsi-dd-tiyuh-margo-dadi-muslim-apbt-

kita-periksa-khusus/ 
9
 Bapak iwan, sebagai sekretaris desa ,28-mei-2024 
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akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. .
10

 Praktik good 

governance dapat menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas. 

Hasilnya, korupsi akan berkurang dan pemerintah akan lebih peduli terhadap 

kebutuhan masyarakat.
11

 

Berdasarkan kondisi Desa Margodadi saat ini dan sejalan dengan konsep 

teoritis dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Prinsip Good Village Governance 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Margodadi Kecamatan 

Tumijajar”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti ingin mengetahui “bagaimana prinsip Good Village Governance 

terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Melihat rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prinsip Good 

Village Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa 

Margodadi Kecamatan Tumijajar.  

                                                           
10

 United Nations Development Program (UNDP)”mengintegrasikan prinsip-prinsip tata 

kelola dalam pembangunan”, United Nations Developmen Program, 2020. 
11

 Denis Budiarrianto and Asnita Frida Sebayang, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten 

Bandung,” Bandung Conference Series: Economics Studies, 2021, 33–40, 

https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSES/article/view/49/57. 
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2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan Dapat menjadi tambahan referensi 

informasi tentang good village governance dan dapat memberikan 

dukungan dalam perkembangan pemerintahan desa yang semakin baik. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan 

good village governance.  

2) Bagi pemerintah desa, dapat dijadikan masukan mengenai good 

village governance untuk mengevaluasi pemerintah desa. 

3) Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta 

dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya.  

 

D. Penelitian Relevan  

Penelitian relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan 

mendapatkan hasil valid sesuai dengan tujuan serta objek yang ditetapkan. 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan 

judul analisis penerapan prinsip good village governance dalam alokasi dana 

desa sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini.  

Tabel 1.3 

Penelitian Relevan  

No Judul Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Analisa penerapan 

good village 

governance di 

desa cikujang dan 

desa sukamantri 

hasil penelitian ini 

menunjukan dana 

desa memiliki 

hubungan yang 

seimbang dengan 

Sama-sama 

Meneliti tentang 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa, Dan ingin 

Peneliti saat ini 

menggunakan metode 

kualitatif, sementara 

peneliti sebelumnya 

menggunakan metode 
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No Judul Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan 

kabupaten 

sukabumi (2022)   

masyarakat, karena 

pada dasarnya dana 

desa yang 

dikucurkan 

pemerintah 

digunakan untuk 

pembangunan 

desa.
12

  

mengetahui 

penerapan good 

village 

governance 

didesa. 

kuantitatif.  

Dalam penelitian saat 

ini indikator 

yangdigunakan 

mencakup 

akuntabilitas, 

transparansi, dan 

partisipasi 

masyarakat,sedangkan 

peneliti sebelumnya 

hanya menggunakan 

akuntabilitas dan 

transparansi tampa 

memasukan 

partisipasi 

masyarakat.  

2. Good governance 

dalam 

pengelolaan dana 

desa teluk majelis 

kabupaten tanjung 

jabung timur, 

ahmad fajar 

rahmatullah(2021) 

Hasil penelitian ini 

menyebutkan 

bahwa good 

governance dalam 

pengelolaan dana 

desa mampu 

mewujudkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 
13

 

Sama sama 

meneliti good 

governance 

dalam 

pengelolaan 

dana desa  

Peneliti saat ini 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

naratif, sedangkan 

peneliti sebelumnya 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

namun tidak fokus 

pada alur pengelolaan 

dana desa. 

Penelitian saat ini 

menyoroti partisipasi 

masyarakat secara 

lebih mendalam 

dengan keterlibatan 

dalam perencanaan 

hingga pelaksanaan 

pembangunan desa, 

                                                           
12

 Vivi Pancasari Kusumawardani and Triana Dien Alfiyah, “Pengaruh Alokasi Dana Desa 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang 

Kabupaten Katingan),” Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi 7, no. 2 (2022): 92–104, 

https://doi.org/10.33084/neraca.v7i2.3567. 
13

 Ahmad Fajar Rahmatullah and Ahmad Farhan Rahmatullah, “Good Governance Dalam 

Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” Jurnal 

Ilmu Pemerintahan Widya Praja 47, no. 1 (2021): 24–33, 

https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531. 
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No Judul Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan 

sedangkan peneliti 

sebelumnya lebih 

fokus pada hubungan 

anatara pengelolaan 

dana desa dan 

kesejahteraan 

masyarakat, namun 

tidak mendalami 

keterlibatan 

masyarakat di setiap 

tahap.  

3. Pengaruh 

penggunaan 

alokasi dana desa 

(ADD), 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan 

keuangan desa 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat, afista 

& ichwan 2022 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bhawa 

penggunaan alokasi 

dana desa, 

akuntabilitas, 

transparansi 

memepengaruhi 

kesejahteraan 

masyrakat.
14

  

Sama sama 

membahas 

alokasi dana 

desa, 

akuntabilitas & 

transparansi.  

Pada penelitian 

sebelumnya berfokus 

pada hubungan 

langsung pengelolaan 

dana desa terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat, 

sedangkan peneliti 

saat ini berfokus pada 

evaluasi prinsip-

prinsip goood village 

governance yang 

diterapkan dalam 

pengelolaan dana 

desa. 

Peneliti sebelumnya 

menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

dimana variabel 

variabelnya diukur 

menggunakan angka, 

sedangkan  peneliti 

saat ini menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan wawancara 

mendalam, observasi 

dan nalisis dokumen.  

                                                           
14

 Afista Nur Khasanah and Ichwan Marisan, “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara),” Jurnal Rekognisi 

Akuntansi 6, no. 1 (2022): 32–48, https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Good Village Governance 

1. Pengertian Good village  Governance  

Good village governance adalah suatu bentuk manajemen 

pembangunan desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai sentral 

dan agen perubahan karena adanya perubahan yang dikehendaki melalui 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa sehingga aparatur pemerintah 

desa juga dapat disebut agen pembangunan yang mendorong terjadinya 

proses pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa. 
1
 

Menurut UNDP (United Nations Development Program) good 

governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 

baik dan bertanggung jawab  sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien, pencegahan salah alokasi dana investasi dan pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi 

tumbuhnya aktifitas usaha. UNDP (United Nations Development Program) 

mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam 

praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), 

meliputi: partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), 

transparansi (transparency), orientasi consensus (consensus orientation), 

                                                           
1
 Pajrul Khair Azis, “Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Puncak 

Kecamatan Sinjai Selatan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 7.  
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keadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effective-ness and efficiency), 

akuntabilitas (accountability), visi strategis (strategic vision).
2
 

Good Governance merupakan suatu sistem yang mengatur 

hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga 

disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan 

pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. 

 

2. Prinsip Good  village Governance  

a. Partisipasi 

Menurut slamet partisipasi diartikan sebagai ikut serta 

masyarakat dalam pembangunan, kegiatan pembangunan, 

memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan 

menurut histiraludin partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai 

media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat.
3
 

Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban masyarakat 

untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan 

pembangunan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan 

menjadikan masyarakat memiliki sifat kreatif, aktif dan pintar dalam 

menghadirkan peluang pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian 

                                                           
2
 United Nations Development Program (UNDP)”mengintegrasikan prinsip-prinsip tata 

kelola dalam pembangunan”, United Nations Developmen Program, 2020. 
3
 Agus Suyono, Dimensi-Dimensiprima teori pembangunan (Malang:Universitas Brawijaya 

Press,2019),Halaman 256. 
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sehingga akan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
4
 

Indikator partisipasi masyarakat yaitu: 

1. Adanya kelompok yang menampung partisipasi masyarakat 

2. Masyarakat mampu terlibat dalam proses 

3. Masyarakat menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan.
5
 

b. Kepastian Hukum (Rule of law) 

Rule of law adalah penyelenggaraan negara yang diatur melalui 

suatu peraturan perundangundangan serta menjujung tinggi supremasi 

hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.
6
 

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa 

diharuskan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah 

disahkan oleh pemerintahan pusat guna untuk menjalankan 

pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat 

merugikan negara. Oleh karena itu, regulasi atau aturan yang telah 

ditetapkan oleh negara harus ditetapkan dan dilaksanakan untuk 

menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik serta terhindar 

                                                           
4
 Wardani and Utami, “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo.” 
5
 Rahmawati, Ansyari Mone, and Nuryanti Mustari, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang 
Kabupaten Maros,” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik 2, no. April (2021): 590–604, 
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index. 

6
 ilyas dan hardiyanto, “LAWNESIA THE HANDLING OF VICTIMS OF PAST GROSS 

HUMAN” 2, no. 1 (2023): 235–49. 
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dari kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak 

disengaja.
7
 

c. Transparansi  

Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti prinsip 

keterbukaan yang memampukan masyarakat untuk mencari tahu dan 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang kauangan.
8
 

Transaparansi minimal dapat diukur melalui sejumlah indikator yaitu : 

1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi 

dari semua proses-proses pelayanan publik. 

2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 

tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-

proses didalam sektor publik. 

3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran 

informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik didalam 

kegiatan melayani.
9
 

d. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)  

good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda 

untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih 

luas,baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 

                                                           
7
 hafids haryono dan muhammad farid ., “PENGARUH KEMAMPUAN PEMIMPIN 

KEPALA DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA 

JEBLOGAN , KECAMATAN PARON , KABUPATEN NGAWI,” n.d., 2391–2400. 
8
 Wardani and Utami, “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo.” 
9
 Selfianti Faisal Arsik and Herman Lawelai, “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan 

Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi,” Jurnal 

Studi Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2020): 1–7, https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523. 
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e. Tanggung jawab (responsiveness) 

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk 

melayani berbagai pihak yang berkepentingan, keselarasan antara 

program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan 

dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut 

akan semakin baik. Responsivitas yag sangan rendah ditunjukan 

dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam 

mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.
10

 

Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam 

permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa 

memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran 

dana desa kepada bupati. Selain itu, kepala desa juga 

bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka 

merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan 

bendahara, sekertaris desa, dan kepala saksi juga bertanggung jawab 

kepada desa kepala desa atas pengelolaan keuangan desa.
11

 

f. Efektifitas dan Efisiensi  

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk 

menghasilkan sesuatu yang benar-benar seusai dengan kebutuhan 

                                                           
10

 Rika Juwita, Asep Munajat, and Elnawati, “Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab 

Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode Bercerita Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi,” Utile: Jurnal Kependidikan V, no. 2 (2019): 144–52. 
11

  Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan 

desa 
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melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang 

tersedia. 

g. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung 

jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan badan 

hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban.
12

 Indikator akuntabilitas yaitu:  

1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan . 

2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

3) Adanya output dan outcome yang terukur.  

h. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas 

dan publik harus mempunyai prespektif good governance dan 

pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan 

apa yng diperlukan untuk pembangunan semacam ini. 

 

B. Pengelolaan Dana Desa  

1. Proses perencanaan APB Desa  

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan 

                                                           
12

 Vinny Sara Gosal, Sofia E Pangemanan, and Donald K Monintja, “Jurnal Governance” 1, 

no. 1 (2021): 1–8. 
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rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana 

Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). 

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikut sertakan 

masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa 

atau yang disebut Musrembang Desa memiliki pokok pikiran yang diurai. 

sebut Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme 

pelaksanannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat 

serta mufakat menetukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
13

 

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

desa tertuang dalam beberapa rencana yaitu: 

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) 

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 

c. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 

2. Pelaksanaan APB Desa  

Berikut merupakan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan 

APBDesa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014, antara lain : 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

                                                           
13

 Soegiharto Saraswati and Nur Hariyanto, “Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM DESA),” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia 4, no. 5 (2019): 1–28. 
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b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten / kota. 

c.  semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 

desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.  

e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang 

jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota  

f. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk 

untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 

perkantoran yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

h. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian 

anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
14

 

                                                           
14

 Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa 
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3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa  

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 bendahara desa wajib 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib,bendahara desa wajib mem 

pertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.laporan 

pertanggung jawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada kepala 

desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Dalam permendagri No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa 

penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan 

dengan menggunakan buku kas umum,buku kas harian pembantu,buku kas 

pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk 

mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang berupa uang tunai yang 

ada pada bendahara desa.
15

 

Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas yang 

berupa hasil dari pemotongan pajak dan penyetoran uang kas tersebut ke 

rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran 

rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas pada bank. 

4. Proses Pelaporan APB Desa  

Dalam pemendagri NO.113 Tahun 2014, kepala desa 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ 

Walikota berupa: 

                                                           
15

 Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa 
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a. Laporan Semester Pertama. 

b. Laporan Semester Akhir Tahun.  

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud merupakan 

laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa harus 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli pada periode berjalan. 

Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan januari tahun berikutnya.
16

 

5. Pertanggung jawaban APB Desa 

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan desa. 

Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa harus dilampiri oleh: 

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

tahun anggaran yang bersangkutan.  

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran yang bersangkutan.  

c. Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 

desa.  

                                                           
16

 Peraturan menteri dalam negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa 
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Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
17

 

                                                           
17

 bid.h.194 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari target 

penelitian, yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan 

melalui instrument pengumpulan data seperti kuesioner, obervasi, 

wawancara dan lain-lain. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yang telah dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi guna untuk 

menyusun laporan ilmiah.
1
  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya 

jenis penelitian lapangan atau field research adalah penelitian yang 

dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan 

diteliti agar mendapat hasil yang maksimal.  Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil lokasi penelitian di desa margodadi kecamatan tumijajar . 

Dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan mengamati 

Bagaimana prinsip good village governance terhadap pengelolaan dana 

desa pada desa margodadi kecamatan tumijajar. 

 

  

                                                           
1
 Suharto,Dkk,Perekayasaan Metodologi Penelitian,Yogyakarta,Andi,2014,h.99 



23 

 

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sebenarnya, dimana peneliti 

bertindak sebagai instrument utama. Analisis data bersifat mengerucut dan 

hasil penelitiannya lebih ditekankan pada makna bukan generalisasi. 

Peneliti menggunakan pendekatan data dari kalimat lisan maupun tertulis 

dari fenomena yang berkaitan.
2
 Alasan peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti akan memaparkan suatu 

peristiwa yang ada di lapangan mengenai penerapan prinsip good village 

governance terhadap pengelolaan dana desa yang nantikan akan 

mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.  

   

B. Sumber Data  

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi terkait data yang dibutuhkan.Dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
3
 Dalam menentukan  sumber data primer, peneliti 

mrenggunakan teknik purposive sampling adalah teknik penambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.  . Dalam penelitian 

ini terdapat kriteria yang akan dipilih sebagai informan yaitu, memiliki 

                                                           
2
dkk Hardani, Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif, Repository.Uinsu.Ac.Id, 

2020. 
3
Sugiyono,308   
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pengetahuan tentang fenomena yang akan diteliti dan mampu 

memberikan keterangan secara akurat serta dapat dipertanggung 

jawabkan.  

Adapun pihak-pihak yang dapat dinilai sebagai informan tersebut 

adalah kepala desa, sekretaris desa,bendahara desa dan masyarakat Desa 

Margodadi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yanga telah ada. Data sekunder pada 

penelitian ini yaitu berasal dari media masa seperti website resmi Desa 

Margodadi, media cetak seperti baliho realisasi anggaran.  Data sekunder 

juga bersumber dari peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan menteri dalam 

negeri No.113 tahun 2014, tentang kebijakan APBDesa, serta regulasi 

lain yang relevan. 

  

C. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode 

pengumpulan data yang perlu digunan peneliti yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. 
4
 

                                                           
4
 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta 2021) 
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Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode wawancara 

terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan.
5
 Peneliti 

menanyakan informasi terkait pengelolaan dana desa pada Desa 

Margodadi. Adapun informan yang dapat memberikan informasi melalui 

teknik wawancara ini yakni perangkat desa dan masyarakat Desa 

Margodadi seperti : Feri Saputra selaku kepalo Tiyuh, Iwan Selaku 

Sekretaris, Yogi selaku bendahara dan masyarakat  

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa 

tahapan wawancara yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam 

tahap persiapan peneliti menentukan tujuan atau topik serta informasi yang 

akan digali. Daftar pertanyaan juga disiapkan oleh peneliti sebagai upaya 

terstrukturnya proses wawancara tersebut. Sedangkan dalam tahap 

pelaksanaan, peneliti menjelaskan secara singkat tujuan wawancara 

tersebut lalu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai informasi 

yang dibutuhkan. 

2. Dokumentasi   

Dokumentasi dapat berupa foto,catatan, buku teks,jurnal dan lain 

sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen 

lembaga/instansi seperti bukti realisasi anggaran desa, foto kegiatan, dan 

hasil wawancara dari beberapa informan guna memperoleh data mengenai 

analisis prinsip good village governance terhadap pengelolaan dana desa. 

 

                                                           
5
Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta 2021) 
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D. Teknik Penjamin Keabsahan Data  

Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka penelitian 

ini menggunkan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi dapat 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam 

teknik triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu ada triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti memilih teknik triangulasi sumber 

untuk digunakan di penelitian. Alasannya dikarenakan triangulasi sumber ini 

dinilai cocok bagi penelitian peneliti. Triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
6
 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang didapat 

dengan menggunakan teknik seperti, wawancara dan dokumentasi.  Peneliti 

menggunakan teknik analisa data triangulasi sumber untuk menanyakan 

beberapa hal dari berbagai sumber yang berbeda diantaranya kepalo tiyuh, 

sekretaris desa, kaur keuangan dan masyarakat margo dadi. Kemudian di 

analisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sudah sesuai 

dengan sumber data mengenai prinsip good village governance terhadap 

pengelolaan dana desa.  

 

E. Teknik Analisa Data  

Analisis data yaitu data yang sudah diolah sehingga memperoleh hasil 

yang mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa 

informasi hasil dari olahan data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D., 184. 
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meringkas data sehingga membentuk suatu kesimpulan. Analisis data berarti 

menyederhanakan proses menjadi format yang lebih mudah dibaca dan 

dipahami. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dan data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, 

yaitu analisis terus menerus. Ini memastikan bahwa kesimpulan yang 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi tersebut benar dan jelas.
7
 

Dalam penelitian ini peneliti membahas secara khusus prinsip good 

village governance terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan 

permasalahan yang ada kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan tentang 

bagaiamana pelaksanaan prinsip good village governance terhadap 

pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena 

data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk 

deskripsi. Miles & Huberman, berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya 

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

                                                           
7
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
8
 Reduksi 

dalam penelitian ini memfokuskan pada prinsip good village governance 

terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Margodadi.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan 

dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antara kategori, 

flowchar dan sejenis. Penyajian data dipakai untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman 

untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan 

atau uraian yang mudah dipahami yang berdasarkan indikator terkait 

prinsip good village governance terhadap pengelolaan dana desa pada 

Desa Margodadi.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari 

kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.
9
 Kesimpulan yang 

diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap 

selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. 

                                                           
8
 Surya Bintari, Metodologi Penelitian Ekonomi Manajemen, Konferensi Internasional 

Pembangunan Islam (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), 25. 
9
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 133. 
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Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah berfikir 

induktif. Cara berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau 

peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.
10

 Tujuannya untuk menyederhankan yang telah 

terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga lebih mudah di 

pahami.  

Dalam penelitian ini peneliti membuat penarikan kesimpulan dengan 

menggunakan cara berfikir induktif yakni dengan cara penarikan kesimpulan 

dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum berdasarkan data, 

peristiwa, dan realita yang logis di lapangan. 

 

 

                                                           
10

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., 213. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian  

1. Gambaran umum desa margodadi  

a. Sejarah desa margodadi 

Desa margodadi adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan 

tumijajar kabupaten tulang bawang barat provinsi lampung. Sebelum 

berdiri sebagai desa sendiri, desa margodadi merupakan dari desa 

margo mulyo yang merupakan wilayah kecamatan tumijajar kabupaten 

tulang bawang barat provisi lampung. Pada tahun 1998 barulah desa 

margodadi melakukan pemisahan/pemekaran dan membentuk sebuah 

pemerintahan desa sendiri dan disahkan pada tahun 2000. 

Sehingga dapat disimpulkan baha desa margodadi mulai 

membentuk pemerintahan desa sendiri sekitar tahun 1998. Adapun 

sampai saat ini desa margodadi telah dipimpin oleh  kepala desa antara 

lain : 

a. Bapak agus tarmizi tahun jabatan 1998 sd 2000 

b. Bapak sardiman tahun jabatan 2000 sd 2021 

c. Bapak feri saputra tahun jabatan 2021 sd 2026 

b. Letak geografis desa margodadi 

Letak geografis desa margodadi terletak di -4 34’22,314’s 

105 6’32,016’’E dan berada di 359  lintang utara. Sedangkan luas desa 

margodadi adalah 1.092 km2 dengan batas wilayah sebagai berikut : 
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a. Sebelah utara berbatasan dengan desa margo mulyo  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa sumberejo 

c. Sebelah barat berbatasan dengan desa dayamurni 

d. Sebelah timur berbatasan dengan desa gunung menanti 

Desa margodadi terletak di kecamatan tumijajar kabupaten 

tulang bawang barat provinsi lampung dengan jarak 7km dengan 

kantor kecamatan serta dapat ditempuh dengan 10 menit perjalanan.  

c. Letak demografi desa margodadi 

Desa margodadi hanya terdiri dari 8 (delapan) suku/dusun dan 

20(dua puluh) RT (rukun tetangga), dengan jumlah penduduk 5.345 

jiwa atau 1.649 KK, dengan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun 

sebanyak 867 jiwa dan penduduk yang berusia 15-65 tahun sebanyak 

4,254jiwa.  

d. Potensi unggulan desa  

Desa Magodadi merupakan salah satu desa yangberada di wilayah 

Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lokasinya di 

Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian bercocok tanam/petani, diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Petani Singkong/Ubi Kayu 

b) Petani Padi 

c) Petani Sayur-sayuran  

d) Kebun Karet  
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e) Kebun Sawit 

Sebenarnya tidak hanya pertanian saja yang menjadi mata 

pencaharian penduduk desa Margodadi,tetapi juga peternakan seperti 

ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam. Dari berbagai jenis 

pertanian dan peternakan tersebut di atas yang dimiliki penduduk desa 

Margodadi yang menjadi potensi unggulan adalah tanaman singkong 

(ubi kayu) karena sepanjang perjalanan dari suku 1 samapi dengan 

suku 8 sebagianbesar bertanamn singkong (ubi kayu). 

 

2. Pelaksanaan Prinsip good village governance terhadap pengelolaan 

dana desa pada Desa Margodadi 

Adapun penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Margodadi sebagai berikut : 

a. Partisipasi 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting dalam 

mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa. Partisipasi 

masyarakat tidak hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, namun pastisipasi masyarakat juga diperlukan 

dalam mengidentifikasi setiap permasalahan sehingga dari pastisipasi 

tersebut akan memunculkan program pembangunan yang menjadi 

kebutuhan  masyarakat. Dalam  mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam  pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat 

dalam setiap perencanaan program pembangunan perlu dilakukan. 
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Partisipasi masyarakat sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip 

good village governance merupakan hal yang penting. Berdasarkan 

hasil penelitian Tingkat partisipasi masarakat Margodadi dalam tahap 

perencanaan hingga evaluasi sudah melibatkan masyarakat desa. Hal 

ini ditunjukan berdasarkan hasil sebagai berikut: 

Pertanyaan partisipasi  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Apakah masyarakat  dilibatkan 

dalam perencanaan atau 

keputusan terkait pengelolaan 

dana desa? 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah masyarakat Desa Margo 

Dadi diberikan kesempatan untuk 

memberikan pendapat atau 

masukan dalam penggunaan dana 

desa 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah ada kendala yang 

dihadapi masyarakat dalam 

berpartisipasi di pengelolaan dana 

desa? 

 

      

√ 

  

√ 

  

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pemerintah desa 

telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan 

penggunaan dana desa serta memberikan ruang untuk masukan 

masyarakat, yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan 

partisipasi publik. Meskipun demikian, adanya kendala partisipasi 

pada sebagian masyarakat kecil menunjukkan bahwa masih terdapat 

peluang perbaikan, misalnya melalui peningkatan akses atau 

pelaksanaan musyawarah informasi. Dengan diperbaikinya kendala-

kendala ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana 
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desa bisa semakin efektif dan inklusif, sehingga pengelolaan dana desa 

semakin sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat. 

b. Transaparan 

Transparan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam 

melakukan pengelolaan keuuangan desa. Adanya transparansi dari 

pemerintah desa menjadikan masyarakat percaya bahwa pemerintah 

pemerintah desa telah menegelola dana dengan baik. Transparan 

merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar 

dan jujur tentang pengunaan dana desa.  

Pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola dana desa harus 

terbuka kepada masyarakat mengenai semua informasi terkait 

pengelolaan dana desa. Menurut hasil wawancara dengan Teguh 

selaku anggota BPT mengatakan bahwa pemerintah desa telah terbuka 

terkait pengelolaan dana desa.  

Pertanyaan transparansi R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Apakah penggunaan dana desa 

dijelaskan secara terbuka 

kepada masyarakat? 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah masyarakat mengetahui  

akses terhadap informasi terkait 

penggunaan dana desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

apakah pemerintah desa cukup 

terbuka mengenai rincian 

anggaran dan laporan realisasi 

penggunaan dana desa? 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pemerintah desa 

telah menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan 

dana desa. Masyarakat merasa bahwa informasi mengenai penggunaan 

dana desa disampaikan secara terbuka, tersedia akses informasi yang 

memadai, dan rincian anggaran serta realisasi dana desa dapat diakses. 

Transparansi yang baik ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk 

membangun kepercayaan publik serta mengikutsertakan masyarakat 

dalam pengawasan penggunaan dana desa. Kombinasi keterbukaan ini 

memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga 

pengelolaan dana lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan bersama. 

c. Akuntabilitas  

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa berarti upaya pemerintah 

desa untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan desa 

prinsip akuntabilitas harus diterapkan untuk mencapai good village 

governance. 

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, setiap 

pelaksanaan tugas harus mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku, 

mulai dari tahap pencairan dana hingga penyusunan laporan hasil 

kegiatan. Tim pelaksana kegiatan memiliki peran utama dalam 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan, sangat penting 

karena melibatkan dana pemerintah yang bersumber dari masyarakat.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur 

Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Pertanyaan akuntabilitas  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Apakah pemerintah desa 

memberikan laporan terkait 

penggunaan dana desa secara 

berkala 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

apakah pihak desa memiliki 

sistem pertanggungjawaban yang 

baik dalam pengelolaan dana 

desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah masyarakat melakukan 

protes  jika terdapat 

ketidaksesuaian dalam pelaporan 

penggunaan dana desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pemerintah desa telah 

berhasil membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat 

dalam pengelolaan dana desa, terbukti melalui pelaporan berkala dan 

sistem pertanggungjawaban yang baik. Di sisi lain, masyarakat juga 

menunjukkan partisipasi aktif dalam pengawasan dana desa, di mana 

mereka siap melakukan protes jika terjadi ketidaksesuaian dalam 

laporan. Sinergi antara transparansi pemerintah desa dan pengawasan 

masyarakat ini menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, 

terpercaya, dan berorientasi pada kebutuhan bersama. 

d. Responsibilitas  

Dalam setiap organisasi termasuk juga pemerintah desa pastilah setiap 

anggotanya dituntut harus memiliki komitmen untuk melaksanakan 
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tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu dituntut untuk melaksanakan 

tangggungjawab dengan baik mereka juga dituntut untuk melaksanakan 

pekerjaannya sesuai wewenang yang diembannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur 

Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Pertanyaan responsibilitas  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Apakah pihak desa merespons 

dengan cepat jika ada 

masukan atau keluhan dari 

masyarakat terkait 

penggunaan dana desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah pemerintah desa 

menanggapi kebutuhan dan 

prioritas pembangunan yang 

diajukan masyarakat? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pemerintah desa 

memiliki tingkat tanggung jawab dan keterbukaan yang tinggi terhadap 

masyarakat. Seluruh responden merasa bahwa pihak desa merespons 

dengan cepat setiap masukan atau keluhan terkait penggunaan dana 

desa, yang mencerminkan adanya komunikasi yang baik serta 

perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan warganya. Selain itu, 

seluruh responden juga merasa bahwa pemerintah desa menanggapi 

kebutuhan dan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat, 

menunjukkan adanya keselarasan antara program pembangunan desa 

dan aspirasi warga. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa 

mampu membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, di 
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mana kebijakan pembangunan berjalan sesuai harapan dan kebutuhan 

bersama. 

e. Efektifitas dan efisiensi  

Efektifitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapaa jauh 

target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai). Dalam hal 

ini tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat 

dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur 

Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Pertanyaan  efektifitas 

& efisiensi 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

apakah dana desa yang 

dialokasikan sudah 

dimanfaatkan dengan 

optimal untuk kebutuhan 

desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah penggunaan 

dana desa sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan 

prioritas yang diinginkan 

masyarakat? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Apakah ada yang perlu 

ditingkatkan untuk 

memperbaiki efisiensi 

dan efektivitas dalam 

pengelolaan dana desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa seluruh responden 

menilai dana desa telah dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi 

kebutuhan desa dan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan 

kebutuhan serta prioritas masyarakat. Pengelolaan dana desa saat ini 

sudah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan 

masyarakat. Namun, meskipun pemanfaatannya dinilai optimal dan 
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sesuai kebutuhan, semua responden juga menyatakan bahwa masih ada 

aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa 

namun tetap memiliki aspirasi untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan agar lebih efisien dan tepat sasaran. 

f. Kepastian hukum 

Pengelolaan keuangan desa menurut pemendagri nomor 20 tahun 

2018 mengenai pengelolaan keuangan desa memaknai bahwa 

pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus 

dilakukan berdasarkan tatakelola pemerintahan yang baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur 

Desa Margodadi peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Pertanyaan kepastian 

hukum  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Apakah Anda 

mengetahui adanya 

aturan yang mengatur 

pengelolaan dana desa? 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

apakah pengelolaan 

dana desa sudah sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian besar masyarakat 

memiliki pemahaman mengenai aturan pengelolaan dana desa, meskipun 
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masih ada yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami aturan 

tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan 

sosialisasi regulasi dana desa guna mencapai pemahaman yang lebih 

merata. Selain itu, seluruh responden merasa bahwa pengelolaan dana desa 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mencerminkan 

kepercayaan tinggi masyarakat terhadap tata kelola dana desa di wilayah 

mereka yang dinilai telah memenuhi. 

 

B. Pembahasan  

1. Analisis pelaksanaan prinsip good village goernnace terhadap 

pengelolaan dana desa pada desa margodadi.  

Pemberian dana desa dari pemerintah pusat kepada desa-desa di 

seluruh indonesia sebagai langkah pemerintah dalam mensejahterakan 

masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan suatu tata kelola 

dana desa yang baik. Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 

2014 tentang pengelolaan dana bahwa pengelolaan dana desa harus 

dilakukan dengan partisipasi, transparansi, akuntabel dan dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. Prnsip good village governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi perlu dilakukan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik. 
1
 

Penerapan prinsip-prinsip good viilage governance dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Margodadi menunjukkan upaya pemerintah 

                                                           
1
 Badrus Zaman and Diah Nurdiwaty, “Penerapan Prinsip Good Dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri),” 

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta 5, no. 1 (2020): 65–84. 
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desa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan beberapa prinsip good 

governance dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Partisipasi 

   Tingkat partisipasi masyarakat Desa Margodadi dalam 

pengelolaan dana desa cukup tinggi, terutama pada tahap perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari keterlibatan 

masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dan partisipasi sebagai tenaga kerja dalam proyek-

proyek pembangunan desa. Namun, keterlibatan masyarakat dalam 

tahap evaluasi masih terbatas, diwakili oleh Badan Permusyawaratan 

Tiyuh (BPT) sebagai perwakilan masyarakat. Partisipasi masyarakat 

ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menghargai masukan dari 

warga dan menjadikannya dasar untuk menyusun program 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Transparansi 

   Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip 

yang diterapkan dengan baik oleh pemerintah Desa Margodadi. 

Pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi terkait 

anggaran dan realisasi dana desa melalui berbagai media, seperti 

banner, papan informasi di lokasi pembangunan, dan website resmi 

desa. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen 

memberikan akses informasi yang jelas dan jujur kepada masyarakat, 
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sehingga meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana 

desa. 

c. Akuntabilitas 

   Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan melibatkan 

masyarakat dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa. 

Pemerintah Desa Margodadi juga mematuhi aturan yang berlaku mulai 

dari pencairan hingga pelaporan, serta menyediakan bukti-bukti 

transaksi untuk setiap kegiatan pembangunan. Penggunaan papan 

informasi pada lokasi pembangunan dan pelaporan melalui media 

terbuka memastikan bahwa pengelolaan dana desa dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. 

d. Responsibilitas 

   Pemerintah Desa Margodadi menunjukkan responsibilitas 

dalam merespons masukan dan keluhan masyarakat. Melalui 

komunikasi terbuka dan rapat aparatur desa, pemerintah desa 

menanggapi dengan cepat setiap masukan terkait penggunaan dana 

desa. Respons yang cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa 

tidak hanya memahami tanggung jawab mereka tetapi juga menjaga 

transparansi dan menghindari timbulnya dugaan negatif dari 

masyarakat. 

e. Efektivitas dan Efisiensi   

   Berdasarkan wawancara, penggunaan dana desa di Desa 

Margodadi dinilai efektif dan efisien karena tepat sasaran dan sesuai 
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dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah 

pembangunan jalan yang mendukung akses petani ke ladang mereka. 

Pemanfaatan dana yang optimal sesuai dengan prioritas yang telah 

direncanakan menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mencapai 

tujuan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan 

masyarakat. 

f. Kepastian Hukum  

   Pengelolaan keuangan desa di Desa Margodadi dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 

mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Keselarasan 

dengan ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami 

pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan dana desa dan 

memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi. Hal ini menciptakan kepercayaan 

masyarakat bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan cara 

yang benar dan transparan. 

Keberhasilan pengelolaan dana desa berasal dari peran aktif 

pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga 

pertanggungjawaban. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

menjadi langkah penting untuk mencapai keberhasilan dalam 

pengelolaan dana desa, karena SDM yang berkualitas akan berdampak 

positif terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola dana tersebut. 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa 
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pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional agar 

tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan. Oleh karena itu, 

peningkatan SDM perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan 

dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana 

desa di Desa Margodadi telah berjalan dengan baik, meliputi partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, serta 

kepastian hukum. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menunjukkan bahwa pemerintah 

desa menghargai masukan warga dan menjadikannya dasar dalam menyusun 

program yang sesuai kebutuhan. Transparansi dijalankan melalui 

penyampaian informasi anggaran dan realisasi dana secara terbuka, sehingga 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Prinsip akuntabilitas diwujudkan 

dengan pelaporan berkala yang dapat diakses masyarakat dan pelibatan warga 

dalam pengawasan penggunaan dana. 

Keberhasilan pengelolaan dana desa ini tidak terlepas dari peran aktif 

pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, mulai 

dari perencanaan hingga evaluasi. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

menjadi penting agar pengelolaan dana desa dapat terus meningkat 

kualitasnya dan dijalankan secara profesional, sesuai dengan amanat UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diharapkan dapat mencegah 

penyimpangan, memaksimalkan pemanfaatan dana, dan memperkuat 

pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di 

Desa Margodadi. 
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B. Saran  

Pengelolaan dana desa harus didasarkan pada penerapan prinsip good 

village governance. Dari prinsip partisipasi keterlibatan masyarakat tidak 

hanya sampai tahap pelaksanaan saja tetapi sampai tahap evaluasi karena 

adanya evaluasi hasil pembangunan sebagai acuan dlam pelaksanaan 

pembangunan selanjutnya. Dalam prinsip transparansi sudah berjalan baik 

dengan memsanag baliho dan adanya media website, tetapi untuk media 

websete perlu di update agar masyarakat dapat mengetahui program kegiatan 

desa yang baru. Selanjutnya akuntabilitas harus ditingkatkan agar bisa 

memperkuat sistem pengawasan serta meminimalkan risiko ketidakjelasan 

dalam penggunaan dana desa. 
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